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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Jayapura yang difokuskan pada
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jayapura Kota, dengan pertimbangan bahwa
lembaga tersebut berwenang melakukan penegakan hukum tindak pidana
pemalsuan dokumen kependudukan di Wilayah Kota Jayapura. Tipe penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian
hukum empiris.

Hasil penelitian terungkap bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh
aparat kepolisian, kejaksaan dan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan
dokumen kependudukan di Kota Jayapura sudah berjalan sesuai tahapan dalam
sistem peradilan pidana. Selama Tahun 2018 hingga Mei 2023 total keseluruhan
tindak pidana pemalsuan berjumlah 20 kasus. Kasus pemalsuan dokumen
kependudukan dalam bentuk KTP-EL oleh penyidik Polresta Jayapura Kota telah
dilakukan tindakan represif berdasarkan atas laporan masyarakat. Pasal yang
diterapkan jaksa penuntut umum bukan undang-undang administrasi
kependudukan tetapi meggunakan Pasal 263 ayat (1), Pasal 264 ayat (1) ke-1,
dan Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara 3 tahun. Hakim
pengadilan negeri menjatuhkan Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun, Hakim Pengadilan Tinggi bertambah menjadi pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terdakwa mengajukan
kasasi tetapi ditolak. Kendala-kendalanya terdiri atas: kendala hukumnya yang
masih belum diterapka secara masksimal oleh hakim pengadilan; keterbatasan
personil aparat penegak hukum; ketersedian sarana dan prasarana masih sangat
terbatas; kurangnya pemahaman hukum menyebabkan tingkat kesadaran dan
kepatuhan hukum masyarakat rendah; dan kurangnya pemahaman dan
sosialisaasi terhadap hukum sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam
menindak pelaku pemalsuan dokumen kependudukan dan menerapkan sanksi
pidana maksimal sesuai ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan sehingga mampu memberikan rasa takut dan efek jera pelakunya.
Kepada masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum
agar kasus pemalsuan dokumen kependudukan dapat diungkap oleh aparat
penegak hukum, sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas yang terjadi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan, Dokumen Kependudukan.



ABSTRACT

This research was conducted in the Jayapura City Region which focused
on the Jayapura City Police Legal Area, with the consideration that the agency
has the authority to enforce the law on the crime of forging residence documents
in the Jayapura City Region. The type of research used is normative legal
research and is supported by empirical legal research.

The results of the study revealed that the implementation of law
enforcement by the police, prosecutors and judges against the perpetrators of the
crime of falsifying population documents in Jayapura City had proceeded
according to the stages in the criminal justice system. During 2018 to May 2023,
a total of 20 cases of counterfeiting were committed. The case of falsification of
population documents in the form of an KTP-EL by Jayapura City Police
investigators has taken repressive measures based on public reports. The article
applied by the public prosecutor is not the population administration law but
uses Article 263 paragraph (1), Article 264 paragraph (1) 1st, and Article 266
paragraph (1) of the Criminal Code with a charge of 3 years imprisonment. The
district court judge sentenced the District Court to impose a prison sentence of 1
(one) year, the High Court Judge increased it to 1 (one) year and 6 (six) months
imprisonment, and the defendant filed an appeal but was rejected. The obstacles
consist of: legal constraints that have not been maximally applied by court
judges; limited personnel of law enforcement officers; the availability of
facilities and infrastructure is still very limited; lack of understanding of the law
leads to a low level of public awareness and legal compliance; and lack of
understanding and socialization of the law so that it affects people’s behavior.

It is suggested to law enforcement officials to be more assertive in taking
action against the perpetrators of falsification of population documents and to
apply maximum criminal sanctions in accordance with the criminal threats
stipulated in laws and regulations so as to be able to give fear and a deterrent
effect to the perpetrators. To the public to establish cooperation with law
enforcement officials so that cases of falsification of population documents can
be uncovered by law enforcement officials, so as to reduce the number of crimes
that occur.

Keywords: Law Enforcement, Forgery, Population Documents.
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